
1 
 

 

 

 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN  

NOMOR  45  TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang:  bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 

2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapakali diubah terakhir  dengan Undang- Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

4. Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
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2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1543); 

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 511);  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA 

PENGADAAN BARANG/JASA. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Magetan. 

3. Bupati adalah Bupati Magetan. 

4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan 

pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 
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prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan 

serah terima hasil pekerjaan. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

Perangkat Daerah. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang 

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah. 

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja daerah. 

9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah 

yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 

10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja 

Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan 

oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan 

Penyedia. 

11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personel yang melaksanakan Pengadaan 

Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-

purchasing. 

12. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang 

melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan 

Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh 

Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. 

13. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur 

Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
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berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

14. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya 

adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat 

yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa. 

15. Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan 

pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 

16. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya 

disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi 

perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya 

dikembangkan oleh LKPP mulai dari sistem perencanaan 

pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, 

pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, 

pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik. 

17. Pengelolaan Layanan (service provider) adalah bentuk 

penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara 

elektronik yang menyediakan layanan berupa pengelolaan 

pengguna dan pemberian informasi Pengadaan 

Barang/Jasa kepada Pengguna SPSE dan masyarakat. 

18. Peningkatan Kapabilitas UKPBJ adalah peningkatan 

kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan 

Pengadaan Barang/Jasa melalui penerapan Model 

Kematangan UKPBJ, penilaian lapangan terhadap 

penerapan Model Kematangan UKPBJ, dan kerjasama 

antar UKPBJ dalam rangka penerapan Model 

Kematangan UKPBJ. 

19. Admin UKPBJ adalah personel UKPBJ yang ditunjuk oleh 

kepala UKPBJ untuk mengelola data UKPBJ masing- 

masing dalam Sistem Informasi UKPBJ dan merupakan 

bagian dari tim pengelolaan kapabilitas UKPBJ. 

20. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, 

penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat 

yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan 

Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun 
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bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk 

keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain. 

 

BAB II  

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 

 

Pasal 2  

 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UKPBJ di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Magetan untuk melaksanakan Tugas 

dan Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan 

kewenangannya. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 3  

 

(1) UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan 

Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: 

a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 

c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;  

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau 

bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan  

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati  yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsin 

(3) UKPBJ dapat menjadi Agen Pengadaan. 
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Pasal 4  

 

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 

meliputi:  

a.  inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; 

b.  pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; 

c.  penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; 

d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta 

dokumen pendukung lainnya dan informasi yang 

dibutuhkan; 

e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; 

f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik 

lokal/sektoral; 

g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa pemerintah; dan/atau 

h. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak 

pengadaan barang/jasa. 

 

Pasal 5  

 

Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 

b meliputi: 

a. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan 

barang/jasa, dan infrastrukturnya; 

b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh 

sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan 

c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh 

pemangku kepentingan. 

 

Pasal 6  

 

Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan 

Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi: 

a. pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ; 

b. pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; 
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c. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas 

pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, 

pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan 

pengembangan sistem insentif; 

d. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 

e. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan 

barang/jasa pemerintah; dan/atau 

f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. 

 

Pasal 7  

 

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau 

bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi bimbingan 

teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait: 

a. proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Pemerintah 

Daerah dan Desa; 

b. penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan 

barang/jasa pemerintah, paling sedikit terdiri atas SIRUP, 

SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan/atau 

c. substansi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

 

BAB III  

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

 

Bagian Kesatu 

Organisasi 

 

Pasal 8  

 

(1) UKPBJ sebagai unit kerja struktural dipimpin oleh seorang 

Kepala. 

(2) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai 

tugas : 

a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan 

UKPBJ; 
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b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan 

barang/jasa; 

c. menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ; 

d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di 

UKPBJ dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan 

atau indikasi penyimpangan; 

e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber 

daya manusia UKPBJ; 

f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota 

UKPBJ ke dalam Pokja Pemilihan sesuai 

kebutuhan/beban kerja; 

g. mengangkat staf pendukung UKPBJ sesuai dengan 

kebutuhan; 

h. membuat laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas: 

a. Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa, yang 

melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan 

barang/jasa; 

b. Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik, yang melaksanakan tugas dan fungsi 

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 

c. Bidang Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan 

Jasa, yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan 

sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan 

barang/jasa dan pendampingan, konsultasi dan/atau 

bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. 

 (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 

huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Koordinator. 

 (5)  Selain unit kerja struktural, di UKPBJ terdapat Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 

Pasal 9  

 

Organisasi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal 10  

 

UKPBJ melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) untuk seluruh 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Tata Kerja 

 

Pasal 11  

 

UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang 

terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. 

 

Pasal 12  

 

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ, Kepala 

UKPBJ berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK. 

(2) Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan 

dan menetapkan/ menempatkan/ memindahkan/ 

menugaskan anggota Pokja Pemilihan. 

(3)  Kepala UKPBJ menugaskan Sumber Daya Pengelola Fungsi 

Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi UKPBJ. 

(4) Dalam hal jumlah Pengelola PBJ di UKPBJ belum 

mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, 

maka untuk: 

a. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ 

menugaskan paling kurang 1 (satu) Pengelola PBJ dan 

kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan Pegawai 

Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki 

sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat 

dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk 

ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan; 

b. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, Kepala UKPBJ 

merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di 

luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi 

dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di 
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bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk 

ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah 

menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 

(5) Dalam hal UKPBJ belum memiliki Pengelola PBJ untuk 

ditugaskan sebagai: 

a. Pokja Pemilihan, maka Kepala UKPBJ menugaskan 

Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang 

memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat 

keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan 

Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan. 

b. Pejabat Pengadaan, maka Kepala UKPBJ 

merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di 

luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi 

dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di 

bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk 

ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan. 

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) 

dilakukan dalam hal UKPBJ diwajibkan memiliki Pengelola 

PBJ. 

(7) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) berkedudukan 

di luar UKPBJ maka Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan 

pimpinan satuan kerja/perangkat daerah. 

(8) Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan melaporkan 

pelaksanaan pemilihan kepada Kepala UKPBJ. 

 

Pasal 13  

 

(1) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota 

Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa. 

(2) Dalam memberikan penugasan, Kepala UKPBJ 

memperhatikan pemberian kesempatan untuk peningkatan 

kapasitas dan pengalaman Sumber Daya Pengelola Fungsi 

Pengadaan Barang/Jasa. 
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Pasal 14  

 

(1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem 

pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan/Pejabat 

Pengadaan, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan 

melaporkan permasalahan tersebut kepada pejabat 

administrasi atau koordinator unit pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik. 

(2) Pejabat administrasi atau koordinator unit pengelolaan 

layanan pengadaan secara elektronik menindaklanjuti 

laporan permasalahan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan 

dan memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan/Pejabat 

Pengadaan. 

(3) Unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik 

tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap 

substansi perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan 

pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan 

kontrak. 

 

Pasal 15  

 

UKPBJ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

UKPBJ kepada Bupati  secara periodik. 

 

Pasal 16  

 

Bagan susunan Organisasi UKPBJ sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

SUMBER DAYA MANUSIA DI UKPBJ 

 

Pasal 17  

 

(1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa 

berkedudukan di UKPBJ. 
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(2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa 

yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki kompetensi teknis 

di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

(3)  Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi 

jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang 

Pengadaan Barang/Jasa. 

(4) Jabatan Fungsional lain yang berkedudukan di UKPBJ 

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 18  

 

Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang 

bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa 

dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk 

melaksanakan: 

a. perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pemeriksa hasil 

pekerjaan pada paket yang sama; dan 

b.  pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. 

 

BAB V 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 19  

 

(1) Pembiayaan seluruh penyelenggaraan kegiatan UKPBJ 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(2)  Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

pembiayaan untuk pengelolaan sistem, pengelolaan 

infrastruktur, pengelolaan layanan, dan peningkatan 

kapasitas personel fungsi pengelolaan layanan pengadaan 

secara elektronik. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
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Pasal 20  

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan 

Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan 

Pengadaan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2014 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan 

Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 

2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 21  

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal  25 Agustus 2021  

 

BUPATI MAGETAN,  

             TTD 

SUPRAWOTO 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal 25 Agustus 2021  

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

TTD 

HERGUNADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 45 

 

 

 

 



LAMPIRAN :  PERATURAN BUPATI MAGETAN  

NOMOR  :   45     TAHUN 2021 

TANGGAL :   25  AGUSTUS 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI MAGETAN, 

TTD 

SUPRAWOTO 

 

 

KEPALA UKPBJ 

Koordinator Bidang 
 Pengelolaan Pengadaan  

Barang /Jasa 

Koordinator Bidang 
Pengelolaan Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik 

Koordinator Bidang 
Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang / jasa 

Kelompok Kerja Pemilihan  Staf Pendukung 
 

Staf Pendukung 

Staf Pendukung 
 


